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Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses  pengololaan pelayanan di 
internal organisasi 
 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium 
kesehatan 

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman 
penggunaan spesimen klinis , materi biologi dan 
muatan informasinya 

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 
2012 tentang penyelenggaraan  laboratorium 
kesehatan masyarakat 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 46 Tahun 2015  tentang Akreditasi fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi 
Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 

2 Sarana, Psarana 
dan/atau fasilitas 

1. Ruang pengambilan sampel  
2. Ruang pemeriksaan laboratorium 
3. Peralatan laboratorium pendukung 
4. Ruang tunggu pasien  

3. Kompetensi Pelaksana Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang 
memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan 
kewenangannya 

4. Pengawasan Internal  1. Supervisi oleh atasan langsung 
2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh 

auditor internal puskesmas 

5. Jumlah Pelaksana Minimal 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan  Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan 
dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar 
pelayanan) 

7. Jaminan keamanan dan 
keselamatan pelayanan 

1. Informasi tentang rekam medis dijamin 
kerahasiaannya 

2. Peralatan medis yang digunakan dijamin 
sterilitasnya 

3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa 
berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini 
Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan 
Manajemen 

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasn lagnsung  
terkait kinerja dan kedisiplinan 

3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan 
sekali 

 



 


